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 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemeriksaan perkara, 
pertimbangan yang digunakan hakim, dan hambatan yang muncul dalam 
pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di 
Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum 
yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dalam praktik 
hukum di Pengadilan Negeri. Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) 
Surakarta. Sumber data menggunakan data primer dari wawancara dengan hakim. 
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa: Pertama, Prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana 
penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan 
melalui tahap-tahap:
 
pembukaan sidang, pemeriksaan identitas terdakwa, 
memperingatkan terdakwa, pembacaan surat dakwaan, menanyakan isi surat 
dakwaan, hak untuk mengajukan eksepsi, pembuktian atau pemeriksaan alat-alat 
bukti, penuntutan oleh penuntut umum, pembelaan (pleidoi) penasehat hukum, 
tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum (Replik), 
tanggapan dari Penasihat Hukum atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum (Duplik), 
pembacaan putusan Majelis Hakim; Kedua, Pertimbangan-pertimbangan yang 
digunakan hakim  adalah pertimbangan fakta persidangan, pertimbangan yuridis, 
dan pertimbangan sosiologis. Fakta persidangan: berupa keterangan saksi 
bersesuaian dengan keterangan terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui 
dan membenarkan perbuatan yang dilakukannya, barang bukti memiliki nilai 
petunjuk benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dan terdakwa sebagai 
pelakunya, barang bukti dan keterangan tersebut telah menjadi alat bukti petunjuk 
oleh majelis hakim. Pertimbangan yuridis merujuk pada Pasal 372 KUHPidana 
ayat 2 telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Pertimbangan 
sosiologis berupa hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari 
perbuatan Terdakwa; Ketiga, Hambatan yang muncul adalah sulitnya 
menghadirkan saksi dan barang bukti. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh 
pihak hakim bekerja sama dengan jaksa dan polisi dalam mengatasi hambatan-
hambatan tersebut adalah menghadirkan saksi secara paksa, menjerat pihak ketiga 
yang menguasai barang bukti dengan pasal penadahan. 
 
Kata Kunci: Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor, Pemeriksaan 





 The purpose of this research is to know the examination procedure of the 
case, the consideration used by the judge, and the obstacle that arises in the 
examination of criminal case of vehicle embezzlement at the Surakarta District 
Court. This study includes the type of juridical empirical legal research, which 
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examines the legal provisions applicable in legal practice in the District Court. 
The study was conducted in the Surakarta District Court (PN). Data sources use 
primary data from interviews with judges. Data analysis techniques using 
qualitative analysis. The result of the research shows that: First, the procedure of 
examination of criminal case of vehicle embezzlement in Surakarta State Court is 
done through the stages: opening of the session, examination of the defendant's 
identity, warning the defendant, reading the indictment, asking the contents of the 
indictment, the right to file an exception, or examination of evidence, prosecution 
by the prosecutor, defense lawyer (pleidoi), response from the Public Prosecutor 
on Pleumenti Legal Counsel (Replik), response from the Legal Counsel to the 
Replik of the Public Prosecutor (Duplik), the reading of the judges' ; Second, 
Judges' considerations are the consideration of court proceedings, juridical 
considerations, and sociological considerations. Facts of the trial: in the form of 
witness testimony in accordance with the statement of the defendant, the 
defendant's statement acknowledging and justifying his actions, the evidence has 
true guidance value has been a crime of embezzlement and the accused as the 
perpetrator, the evidence and the information has become evidence evidence by 
the judges . Judicial consideration refers to Article 372 of the Criminal Code of 
paragraph 2: "The element intentionally and unlawfully possessing goods wholly 
or partly belongs to another" has been proven and fulfilled by the actions of the 
accused. That "the element which is in his power is not by evil" has been proven 
and fulfilled by the actions of the accused. Sociological considerations are the 
aggravating and mitigating things of the Defendant's actions; Third, the obstacle 
that arises is the difficulty of bringing witnesses and evidence. The settlement 
efforts by the judges in cooperation with the prosecutor and the police in 
overcoming these obstacles are presenting the witness by force, ensnaring the 
third party who controls the evidence with the tariff article. 
 




Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat 
lepas dari ruang dan waktu. Naik turunnya kejahatan tergantung kepada keadaan 
masyarakat, keadaan politik, kebudayaan dan sebagainya. Salah satu contoh 
kejahatan yaitu tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 sampai 
dengan Pasal 377 KUHP. 
Saat ini sering terjadi kasus tindak pidana penggelapan kendaraan 
bermotor. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya 
peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya 
seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu 
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sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor 
dimilikinya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjami tersebut 
tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu tapi malah digadaikan atau 
seseorang yang meminjam kendaraan bermotor di sebuah rental dengan jaminan 
sejumlah uang sewa dan KTP tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak 
mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang 
ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain.  
Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak 
pidana penggelapan kendaraan bermotor, misalnya dalam penjatuhan hukuman 
bagi seorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan 
ancaman hukuman di dalam KUHP. Untuk mengatasi atau menanggulangi 
masalah penggelapan kendaraan bermotor yaitu dengan tegas memberlakukan 
hukum pidana. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Adam Chazawi bahwa 
“Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan 
agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan 
masyarakat, pidana merupakan yang terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan”.1 
Hakim sebagai salah satu komponen dari penegak hukum berwenang 
untuk mengadili yaitu menerima, memeriksa dan memutuskan perkara pidana 
berdasarkan azas bebas, jujur dan tidak memihak di sidang pengadilan. Hakim 
dalam mengenai  suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim 
dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada 
dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, 
pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya 
perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam 
memberikan putusan”.2 
Mengacu pada tata cara dan proses persidangan yang ada, sebelum seorang 
terdakwa dijatuhi sanksi terlebih dahulu ia akan menjalani proses pembuktian 
dalam peradilan. Dalam proses pembuktian itu akan ditemukan fakta-fakta hukum 
yang pada nantinya akan dijadikan pertimbangan Hakim dalam memutus suatu 
                                                 
1
 Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.161-
162 
2
  Oemar Seno Aji, 1997, Hukum hakim Pidana, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 12 
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perkara. Setelah ditemukan bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, 
maka Hakim akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. 
Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP maupun 
berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP, misalnya pertimbangan 
sosiologis terdakwa. 
Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara di luar KUHP dapat 
berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan kemanusiaan atau hal 
lain yang karena sifatnya dapat meringankan atau memberatkan terdakwa dalam 
penjatuhan sanksi. Dalam dua kasus yang substansi pelanggaran atau tindak 
kejahatan yang dilakukan relatif sama, adakalanya ditemukan keputusan 
pemberian sanksi yang berbeda oleh Hakim. Hal inilah yang disebut dengan 
disparitas pemidanaan atau lebih dikenal dengan pembedaan pemberian sanksi 
kepada dua kasus yang relatif sama dikarenakan faktor-faktor lain yang menjadi 
pertimbangan Hakim.  
2. METODE 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya 
lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk 
penulisan hukum dengan judul: KAJIAN YURIDIS TERHADAP 
PEMERIKSAAN PERKARA PADA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN 
KENDARAAN BERMOTOR Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta). 
Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Pertama, 
Bagaimanakah prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan 
kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta?; Kedua, Pertimbangan apa 
saja yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana penggelapan kendaraan 
bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta?; Ketiga, Hambatan apakah yang 
muncul dalam pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan 
bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dan solusi untuk mengatasinya? 
Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu 
mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan 
di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, “Penelitian hukum secara yuridis 
dapat berupa intervensi hukum-hukum peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. Metode pendekatannya lebih ditekankan pada segi hukum dengan 
mengadakan penelitian langsung ke lokasi”3, yaitu studi di Pengadilan Negeri 
Surakarta. Pendekatan empiris digunakan untuk mendekati masalah dari aspek 
praktik hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. 
Penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta. Sumber data 
menggunakan data primer dari hasil wawancara dengan hakim di PN Surakarta. 
Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dengan wawancara serta 
studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Prosedur Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan 
Bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta 
Berdasarkan uraian tentang urutan proses atau prosedur pemeriksaan perkara 
tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta 
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pembukaan sidang, pemeriksaan 
identitas terdakwa, memperingatkan terdakwa, pembacaan surat dakwaan, 
menanyakan isi surat dakwaan kepada terdakwa, menanyakan hak untuk 
mengajukan eksepsi kepada terdakwa, pembuktian atau pemeriksaan alat-alat 
bukti, penuntutan oleh penuntut umum (requisitoir), pembelaan (pleidoi) 
penasehat hukum, tanggapan dari jaksa penuntut umum atas pleidoi penasihat 
hukum (replik), tanggapan dari penasihat hukum atas replik dari jaksa penuntut 
umum (duplik), dan pembacaan putusan majelis hakim 
Tahapan pemeriksaan perkara tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 
153, 155, 156, 182,183, dan 191. 
Pelaksanaan proses pemeriksaan perkara seperti yang diatur dalam hukum 
acara pidana di atas adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya 
mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari 
suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara 
jujur dan tepat. ”Tujuannya adalah untuk mencari siapakah pelaku yang dapat 
                                                 
3
 Ibid, hal 3 
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didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta 
pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti 
bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu 
dapat dipersalahkan.” 4 
Tahapan paling penting dalam mencari dan mendapatkan atau setidak-
tidaknya mendekati kebenaran materiil diterapkan pada sidang pemeriksaan 
perkara pidana di pengadilan yaitu pada tahap pembuktian. Pada tahap ini 
merupakan tahap yang penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. 
Dikatakan penting karena pada tahap ini dapat ditentukan apakah terdakwa benar-
benar bersalah atau tidak. Pembuktian dilakukan dengan mendatangkan alat-alat 
bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan begitu dapat membantu 
hakim dalam menjatuhkan putusan.   
3.2 Pertimbangan yang Digunakan Hakim dalam Memutus Tindak Pidana 
Penggelapan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta 
Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana 
penggelapan kendaraan bermotor adalah sebagaimana lazimnya dalam peraktik 
peradilan pidana, yaitu mempertimbangkan fakta persidangan, pertimbangan 
yuridis, dan pertimbangan sosiologi. Fakta-fakta persidangan berorientasi pada 
dimensi tentang locus dan tempus delicti dan modus operandi bagaimanakah 
tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa 
sampai melakukan tindak pidana, kemudian bagaimana akibat langsung ataupun 
tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa yang dipergunakan 
terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dan sebagainya.  
Merujuk pada perkara pidana yang dianalisis yaitu putusan Pengadilan 
Negeri Surakarta No. 53/Pid.B/2014/PN.Ska, bahwa dari uraian fakta 
persidangan, maka diperoleh fakta-fakta bahwa: keterangan saksi bersesuaian 
dengan keterangan terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui dan 
membenarkan perbuatan yang dilakukannya, barang bukti memiliki nilai petunjuk 
benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dan terdakwa sebagai pelakunya, 
                                                 
4
 Moch. Faisal Salam, 2001. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : 
Mandar Maju, hal 1 
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barang bukti dan keterangan tersebut telah menjadi alat bukti petunjuk oleh 
majelis hakim. 
Selanjutnya pertimbangan yuridis merujuk pada dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum bahwa Terdakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP: “Barang siapa dengan 
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau 
sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan 
karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Bahwa yang 
dimaksud dengan ”Barang siapa” di sini adalah Terdakwa Yudha Wijaya 
Ardiyanto Bin M. Anwar Tahir yang menurut keterangan saksi-saksi terdakwalah 
yang melakukan tindak pidana penggelapan.  
Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang 
seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain. Dalam hal ini terdakwa 
melakukan tindak pidana penggelapan dengan cara menyewa mobil selama satu 
bulan namun kemudian mobil tersebut dialih-sewakan kepada orang lain. 
Perbuatan Terdakwa yang menggelapkan mobil Daihatsu Xenia No. Pol. AD 8982 
OU mengakibatkan saksi Kristianto yang merupakan pemilik mobil tersebut 
mengalami kerugian sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah). 
Adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang 
diancam dengan pidana apabila tidak ada alasan pembenar dan dirumuskan dalam 
Undang-Undang yang tertulis misalnya KUHP. Dalam perkara ini Terdakwa 
melanggar Pasal 372 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 
(empat) tahun karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan yang 
mana Terdakwa telah menggelapkan mobil milik saksi Kristianto. Sedangkan 
memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang 
lain, dalam perkara ini Terdakwa menyewa mobil milik Krisianto untuk satu 
bulan dan kemudian mengalih-sewakan kepada Eka Budianto, dan dari hasil oper 
sewa, terdakwa mendapatkan keuntungan. Dalam hal ini mobil tersebut seolah-




Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ”Unsur dengan sengaja dan 
dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 
adalah kepunyaan orang lain“ telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan 
terdakwa. Bahwa ”Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ 
telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. 
Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana 
yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. 
Pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur dari suatu tindak pidana 
apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi dan sesuai dengan tindak 
pidana yang didakwakan oleh jaksa/penuntuk umum. Dapat dinyatakan bahwa 
pertimbangan-pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar 
terhadap amar putusan hakim. 
Selanjutnya pertimbangan sosiologis adalah, Majelis Hakim 
mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan 
dari perbuatan tersebut, yaitu: (a) Hal-hal yang memberatkan: akibat dari 
perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain terutama saksi 
Kristiyanto, perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitarnya, dan terdakwa telah 
menikmati hasil kejahatannya. (b) Hal-hal yang meringankan:  terdakwa belum 
pernah dihukum, terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus 
terang perbuatannya, dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk 
tidak akan mengulangi lagi di masa-masa mendatang. 
3.3 Hambatan yang Muncul dalam Pemeriksaan Perkara Tindak Pidana 
Penggelapan Kendaraan Bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dan 
Solusi Untuk Mengatasinya 
Berdasarkan wawancara dengan Arif Hafifudin, SH., Hakim Pengadilan 
Negeri Surakarta bahwa pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan di 
Pengadilan Negeri Surakarta tidak selalu berjalan lancar. Pada setiap tahap 
pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor selalu 
terdapat hambatan-hambatan dalam pemeriksaan perkara tindak pidana 
penggelapan kendaraan bermotor. “Hambatan-hambatannya berupa sulitnya 
menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian tersebut dan hambatan dalam 
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mendapatkan barang bukti, karena biasanya barang bukti kendaraan bermotor 
berada di kekuasaan pelaku ataupun pihak ketiga.” 5  
Upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak hakim bekerja sama 
dengan jaksa dan polisi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah jika 
terjadi hambatan dalam kurangnya saksi yang menyulitkan proses persidangan. 
Hal ini karena biasanya perantara penyewaan kendaraan bermotor mengelak untuk 
dikaitkan. Alasannya itu sudah menjadi hubungan hukum langsung antara pemilik 
kendaraan dan penyewa. Para perantara merasa takut dikaitkan sebagai pelaku 
penggelapan mobil. Padahal melalui informasi dari perantara ini dapat diperoleh 
keterangan mengenai duduk perkara dan bagaimana terjadinya peristiwa 
penggelapan. Melalui peran perantara itulah sebagian besar kasus penggelapan 
dapat diselesaikan. Pemberian nformasi-informasi dari perantara sebagai saksi 
sangat berguna bagi pihak hakim untuk mengungkap fakta hukum.  
Selanjutnya apabila barang bukti telah dikuasai oleh pihak ketiga, maka 
pihak ketiga tersebut dapat dijerat sebagai penadah dalam persidangan terpisah. 
Apabila pelaku dapat menunjuk pembeli dari hasil kejahatan, meskipun hasil 
kejahatan sudah dibedah, pembeli / penadah ditangkap dan diproses sesuai hukum 




 Pertama, Prosedur pemeriksaan perkara tindak pidana penggelapan 
kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta dilakukan melalui tahap-
tahap:
 
pembukaan sidang, pemeriksaan identitas terdakwa, memperingatkan 
terdakwa, pembacaan surat dakwaan, menanyakan isi surat dakwaan, hak untuk 
mengajukan eksepsi, pembuktian atau pemeriksaan alat-alat bukti, penuntutan 
oleh penuntut umum, pembelaan (pleidoi) penasehat hukum, tanggapan dari Jaksa 
Penuntut Umum atas Pleidoi Penasihat Hukum (Replik), tanggapan dari Penasihat 
                                                 
5
 Arif Hafifudin, SH. 2017. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta. Wawancara Pribadi pada 
Tanggal 4 September 2017 Pukul 11.30 WIB. 
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Hukum atas Replik dari Jaksa Penuntut Umum (Duplik), pembacaan putusan 
Majelis Hakim. 
 Kedua, Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam 
memutus tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri 
Surakarta adalah pertimbangan fakta persidangan, pertimbangan yuridis, dan 
pertimbangan sosiologis. Fakta persidangan: berupa keterangan saksi bersesuaian 
dengan keterangan terdakwa, keterangan terdakwa yang mengakui dan 
membenarkan perbuatan yang dilakukannya, barang bukti memiliki nilai petunjuk 
benar telah terjadi tindak pidana penggelapan dan terdakwa sebagai pelakunya, 
barang bukti dan keterangan tersebut telah menjadi alat bukti petunjuk oleh 
majelis hakim. Pertimbangan yuridis merujuk pada Pasal 372 KUHPidana ayat 2 
telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa. Bahwa ”Unsur yang ada 
dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“ telah terbukti dan terpenuhi oleh 
perbuatan terdakwa. Pertimbangan sosiologis berupa hal-hal yang memberatkan 
dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa.  
Ketiga, Hambatan yang muncul dalam pemeriksaan perkara tindak pidana 
penggelapan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Surakarta adalah sulitnya 
menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian dan hambatan dalam mendapatkan 
barang bukti. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak hakim bekerja sama 
dengan jaksa dan polisi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah 
menghadirkan saksi secara paksa, menjerat pihak ketiga yang menguasai barang 
bukti dengan pasal penadahan. 
4.2 Saran 
Pertama, Saran bagi hakim, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
pertimbangan dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana penggelapan. 
Sebaiknya bagi pelaku penggelapan kendaraan bermotor dihukum pidana secara 
maksimal agar pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya. Agar pelaksanaan 
pemeriksaan saksi dapat dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan 
maka, jika para saksi telah memberikan keterangan yang sama dalam berita acara 
penyidikan tidak harus semua saksi dipanggil ke persidangan karena keteranganya 
sama dan bersesuaian. 
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Kedua, bagi masyarakat yang mengetahui kejadian tindak pidana penggelapan 
mobil rental dan mengetahui kejadian pelaku dalam mendapatkan barangnya 
hendaknya mau memberikan kesaksian dipersidangan.  
Ketiga, saran bagi penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan 
referensi untuk penelitian lanjutan mengenai proses peradilan pidana terhadap 
pelaku tindak pidana jenis lainnya.  
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